
YOGYA (KR) - Wakil

Walikota Yogya Heroe

Poerwadi memerintahkan

agar aparatur sipil negara

(ASN) yang dijadikan agen

perubahan di tiap organisasi

perangkat daerah (OPD)

agar diperbanyak. Hal ini

menyusul masih rendahnya

hasil Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB).

Menurut Heroe, dari 51

OPD yang ada di lingkung-

an Pemkot Yogya, hasil PM-

PRB ternyata mayoritas di

bawah rata-rata. “Nilai rata-

rata ialah BB. Tetapi masih

ada 29 OPD yang ternyata

di bawah BB. Berarti antara

OPD satu dengan lainnya

ada deviasi yang tinggi,” je-

lasnya di sela sosialisasi per-

siapan Evaluasi Penilaian

Sakip dan Reformasi Biro-

krasi di kompleks Balaikota,

Kamis (17/9).

Sejumlah OPD yang

hasilnya di atas rata-rata

hanya 22 OPD. Di antara-

nya Kecamatan Gondoku-

suman, Wirobrajan, Dinas

Kesehatan, Dinas Perhu-

bungan, Bagian Protokol,

Sekretariat DPRD, Bagian

Hukum, Layanan Penga-

daan dan lainnya.

Oleh karena itu, Heroe

meminta Bagian Organisasi

dan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

(BKPP) Kota Yogya untuk

mengkaji kembali kebu-

tuhan agen perubahan. Bah-

kan tiap bidang di masing-

masing OPD harus terdapat

satu orang agen perubahan. 

“Agen ini yang nanti akan

menjadi pembaharu di ling-

kungannya. Jumlahnya

harus diperbanyak agar

saat proses evaluasi Kota

Yogya tidak kalah dengan

daerah lain dalam hal refor-

masi birokrasi,” tandasnya.

Kendati demikian, bukan

hanya soal nilai yang harus

dikejar melainkan seluruh

ASN mulai jajaran staf hing-

ga kepala OPD harus

memahami tugas pokok dan

fungsinya (tupoksi). Tidak

menutup kemungkinan,

rendahnya nilai evaluasi re-

formasi birokrasi akibat

para staf yang tidak tahu

tupoksinya serta tidak pa-

ham mengenai ukuran ke-

berhasilan kinerja. Akibat-

nya, kinerja yang dilakukan

selalu monoton.

Padahal, imbuh Heroe, re-

formasi birokrasi hanya

menekankan tiga hal utama

yakni terciptanya pemerin-

tahan yang bersih dan

akuntabel, birokrasi yang

kapabel, dan layanan publik

yang prima. Dari ketiga hal

itu muaranya ialah tercip-

tanya birokrasi yang respon-

sif, dapat dipertanggung

jawabkan serta transparan.

“Tolok ukur paling mudah

itu bagaimana sikap masya-

rakat setelah berhadapan

dengan layanan di Pemkot.

Ini harus menjadi PR ber-

sama. Jangan sampai ada

staf yang tidak tahu kerja-

nya apa dan ukurannya se-

perti apa,” tegasnya. (Dhi)-f
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Wakil Gubernur DIY se-

kaligus Ketua Dewan

Kehormatan PMI DIY KG-

PAA Paku Alam X dalam

sambutan singkatnya ber-

harap, setiap memperingati

ulang tahun, dapat digu-

nakan untuk evaluasi berba-

gai hal. Baik itu yang sudah

dikerjakan maupun yang

akan dikerjakan ke depan.

Sehingga diharapkan bisa

selalu lebih baik dari tahun

ke tahun.

“Baik secara pribadi mau-

pun dinas, saya mem-

berikan apresiasi setinggi-

tingginya kepada segenap

awak media, sehingga infor-

masi seputar PMI DIY bisa

lebih diketahui banyak ma-

syarakat. Saya sendiri juga

bisa banyak tahu kegiatan

PMI antara lain lewat me-

dia,” tuturnya.

Terkait adanya pandemi

Covid-19, lanjut Wagub, pen-

ting untuk terus berusaha

menerapkan protokol kese-

hatan dengan sebaik mung-

kin. Seperti halnya kegiatan

peringatan HUT ke-75 PMI

DIY, antara lain ruangan

cukup luas yang biasa untuk

gudang ditata dengan baik.

Penempatan kursi di atur

jaraknya, semua memakai

masker dan tamu undangan

terbatas. “Semoga seluruh

jajaran pengurus sampai

relawan PMI DIY selalu

diberi kesehatan dan keku-

atan oleh TUHAN Yang

Maha Kuasa,” tambahnya.

Sedangkan Ketua PMI

DIY GBPH H Prabukusumo

SPSi menjelaskan, karena

masih ada pandemi Covid-

19, peringatan HUT PMI, di-

laksanakan dengan suasana

berbeda. Antara selain ada

potong tumpeng juga pem-

berian penghargaan untuk

berbagai media mulai cetak,

online dan elektronik. Ada-

pun tema kegiatan yang di-

angkat tahun ini, yaitu ‘So-

lidaritas untuk Kemanu-

siaan’. Sesuai dengan tema

tersebut, PMI DIY terus

berbenah untuk memoder-

nisasi pelayanan kemanusi-

aan PMI.

“Selain itu, sudah sekitar

tujuh bulan kita saling bahu

membahu bekerja sama

mencegah dan menangani

wabah Covid-19. Garda ter-

depan mencegah penyebar-

an Covid-19 adalah keluarga

dan masyarakat. Dan media

massa, dalam hal ini mem-

punyai peran yang sangat

penting dalam menyebarkan

informasi sekaligus mem-

berikan pendidikan kepada

masyarakat,” terangnya.

Khususnya media massa

dari Kedaulatan Rakyat

(KR) Group yang menerima

penghargaan yaitu SKH

Kedaulatan Rakyat (KR),

Koran Merapi dan KR

Radio. Penghargaan untuk

SKH KR diterima oleh

Direktur Utama KRyang ju-

ga Ketua PMI Bantul,

M Wirmon Samawi SE MIB.

Sedangkan dari Koran

Merapi penghargaan diteri-

ma Wakil Pemimpin

Redaksi Husein Effendi SSi

dan KR Radio diterima GM

Umi Mu’af.                    (Yan)-f

PERINGATI HUT KE-75 

KR Group Terima Penghargaan dari PMI DIY
YOGYA (KR) - HUT ke-75 Palang Merah

Indonesia (PMI) digelar secara sederhana ser-
ta menerapkan protokol kesehatan oleh PMI
DIY, Kamis (17/9). Rangkaian kegiatan seperti
potong tumpeng dan pemberiaan penghar-
gaan kepada media berlangsung di Markas
PMI DIY Jalan Siliwangi Gamping Sleman.

MAYORITAS OPD DI BAWAH RATA-RATA

Heroe Perintahkan Perbanyak Agen Perubahan

KR-Sulistyanto

Penghargaan diberikan kepada sejumlah media dalam peringatan HUT ke-75

PMI di Markas PMI DIY.

JANGAN ADA LAGI LABEL MISKIN

Yang Ada Keluarga Penerima Manfaat

YOGYA (KR) - Jangan

ada lagi label miskin, yang

ada adalah Keluarga

Penerima Manfaat (KPM).

“Kata miskin tidak boleh la-

gi digunakan karena memi-

liki konotasi yang tidak baik

untuk ke depannya,” kata

Kepala Badan Pendidikan,

Penelitian dan Penyuluhan

Sosial (BP3S) Kementerian

Sosial RI, Prof Syahabbudin

saat menutup Diklat Fa-

mily Development Session/

P2K2 Pendamping PKH

gelombang 6 di Balai Besar

pendidikan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial

Yogyakarta, Kamis (17/9).

Ia meminta kepada para

pendamping PKH yang

merupakan pejuang ke-

manusiaan untuk selalu

menjaga integritas dan pe-

rilaku saat berada di la-

pangan. “Kalian adalah

corong Kemensos, mitra

Kemensos yang perilaku

dan tindak tanduknya

menjadi acuan masyarakat,

terutama para KPM. Jadi,

selalu jaga komitmen seba-

gai tenaga kesejahteraan

sosial masyarakat,” pin-

tanya.

Setelah mendapatkan pe-

nguatan dan pengetahuan

dalam Diklat FDS ini, Prof

Syahabbudi meminta para

pendamping mentransfer

semua pengetahuan yang

diperoleh kepada KPM. Hal

itu agar cara berpikir dan

kehidupan KPM menjadi

lebih baik dan semakin se-

jahtera.

Prof Syahabbudin juga

mengingatkan untuk ja-

ngan sampai memegang

KKS (Kartu Keluarga

Sejahtera) milik para KPM

untuk menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan.

Seperti stigma negatif dari

masyarakat. “Biarkan

KPM memegang kartunya

masing-masing, pendam-

ping hanya boleh memban-

tu mendampingi KPM

mengambil uangnya bila

KPM tidak bisa bertransak-

si dengan mesin ATM,”

ujarnya.

Selama pandemi Covid

ini, diharapkan pendam-

ping tetap melakukan

dampingan kepada masya-

rakat, namun tetap mengu-

tamakan protokol kese-

hatan. Diklat Family De-

velopment Session (FDS)

atau Pertemuan Pening-

katan Kemampuan Ke-

luarga (P2K2) bagi pen-

damping PKH gelombang 6

di BBPPKS Yogyakarta,

telah resmi ditutup, Kamis

(17/9). Walaupun di tengah

pandemi, BBPPKS Yogya-

karta tetap melaksanakan

Tusi menyelenggarakan

kediklatan bagi SDM kesos

secara Daring (dalam

Jaringan).                           (*)-f

KR-Istimewa

Prof Syahabbudin saat menutup Diklat Family

Development Session/ P2K2 Pendamping PKH.


